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            ABSTRAK

             Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Bumi, sumber daya air dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk terbesar kesejahteraan rakyat ".


Jadi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mendasari lahirnya undang-undang peraturan tentang tanah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki sangat penting bagi kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah karena tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting fisik dalam memenuhi kebutuhan semua kehidupan manusia.


Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan tanah itu sendiri, maka harus manusia tidak hanya menyadari pentingnya kepemilikan, serta dari segala bentuk administrasi itu tanah sendiri.

ABSTRACT

            In accordance with the mandate of the Constitution as stated in Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, which reads: "Earth, Water and natural resources contained therein controlled by the State and in use for the greatest welfare of the people". 


So based on Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 then underlies the birth of regulatory legislation regarding land. Based on the results of this study concluded that the soil has a very vital for human life, human life can not be separated with the land because the land is a natural resource that has physical important role in fulfilling the needs of all human life. 


Therefore, all matters relating to the land itself, then it should humans not only realize the significance of ownership, as well as from all forms of administration of the land it self.
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dengan tanah karena tanah merupakan sumber daya alam fisik yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan di segala kehidupan manusia, baik untuk tempat pemukiman yang digunakan sebagai tempat tinggal/perumahan, maupun dipergunakan untuk keperluan pembangunan sarana seperti jalan atau gedung-gedung pemerintah, juga dipergunakan untuk melakukan usaha seperti kegiatan pertanian, perternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. 

Tanah memiliki arti yang sangat vital bagi kehidupan manusia, disamping itu tanah menjadi harta yang bersifat permanen karena dapat dicadangkan untuk kehidupan di masa mendatang

Tanah mempunyai arti penting karena mempunyai dua aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Ditinjau dari segi aspek sosial bahwa manusia sebagai makhluk sosial memerlukan tanah sebagai sarana tempat tinggal dan memberikan penghidupan, sehingga tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan dari segi ekonomi, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan, karena tanah mempunyai nilai jual yang dari waktu ke waktu nilainya akan semakin tinggi. 

Tanah memiliki kekuatan sosial ekonomi. Secara fisik, tanah merupakan aset ekonomi yang relatif tidak terpengaruh oleh kemungkinan penurunan nilai dan harga ;

Aset terbatas dan tidak akan bertambah kecuali melalui penanganan khusus misalnya reklamasi ; nilai dan harganya sangat ditentukan oleh kegiatan fungsional yang dikembangkan diatasnya ; bersifat stationer dan tidak dapat dipindahkan ; dan merupakan investasi jangka panjang / tabungan.       

Menurut Imam Sudiyat, sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. 

Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”


Berdasarkan pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian melandasi lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang dikenal sebagai berikut :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, temasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan meyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

b. dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

d. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.


Dalam kaitannya dengan ketersediaan tanah, dalam pasal 11 Ayat        ( 1 ) UU Nomor 11 Tahun 205 disebutkan tentang hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Termasuk hak untuk memperoleh pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan tentang pengakuan terhadap hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Dan untuk mendukung hak itu, negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan cara-cara produksi, konsumsi dan distribusi pangan sehingga mencapai perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Hal itu menunjukkan bahwa upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu perlu terus menerus dilakukan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dimaksudkan untuk secara langsung maupun tidak langsung memberikan jaminan bagi terwujudnya hak-hak tersebut baik bagi orang perorangan maupun kelompok, namun demikian dalam kenyataannya tidak semua peraturan perundang-undangan mendukung tujuan tersebut, bahkan mungkin bertentangan dengan semangatnya.

Keadaan yang dikemukakan lebih dari dua dasawarsa yang lalu itu jelas sudah berubah. Bahwa keadaan ini perlu ditangani, tampak dari rentetan pemuatannya dalam berbagai ketetapan MPR, yang diawali dengan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 yang mengatur tentang perlunya menata kembali penggunaan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal yang sama ditetapkan lagi dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1988. Terakhir, dengan TAP MPR RI No. II/MPR/1993 secara eksplisit disebutkan tentang pentingnya pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah, antara lain sebagai berikut :

     “ Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta mencegah penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan yang merugikan kepentingan rakyat.”


Bahwa yang dibatasi itu tidak terbatas pada pemilikan tanah dan bangunan saja, melainkan juga penguasaannya, karena penguasaan tanah mempunyai jangkauan pengertian yang luas, yakni meliputi penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun penguasaan yang didasarkan pada suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai hak.  

KERANGKA TEORITIS

A. PENGERTIAN TANAH


Tanah  adalah  lapisan permukaan  bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk lapisan partikel halus. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman, menyuplai kebutuhan air dan udara secara kimiawi serta berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hama atau nutrisi untuk organisme yang berpartisipasi aktif dalam menunjang produktifitas tanah untuk menghasilkan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan maupun kehutanan.


Tanah di Indonesia penting artinya bagi kehidupan dibumi, karena tanah menyediakan unsur hara dan air yang terkandung didalamnya dan sangat diperlukan manusia, bagi manusia, tanah merupakan  lahan yang bisa diolah demi kelangsungan hidupnya. Permukaan tanah merupakan bagian dari bumi yang dapat dimiliki oleh setiap orang maupun badan hukum, sehingga hak-hak yang timbul diatas sebuah permukaan tanah beserta bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya merupakan suatu persoalan hukum.


Persoalan yang dimaksud  adalah persoalan yang berkaitan dengan asas-asas hukum dengan hubungan antara tanah, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yaitu asas accesie atau asas “ perlekatan “. Makna asas perlekatan yakni bahwa bangunan benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA dikenal dengan  istilah Hak Bangsa Indonesia, dimana berdasarkan Hak ini, maka konsep tanah Indonesia dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia.

B. PENGERTIAN AGRARIA 

Istilah agraria berasal dari bahasa latin agre yang berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah. Dalam bahasa Inggris agraria selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

     
Pengertian agraria dalam arti luas UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalam  wilayah Republik Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.


Seperti yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Ruang diatas bumi dan air yang  mengandung tenaga dan  unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam  yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

         Pengertian agraria dalam arti sempit UUPA yaitu bumi meliputi permukaan bumi  (yang disebut tanah)  tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Dengan demikian pengertian “ Tanah “ meliputi permukaan bumi yang ada didaratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air, termasuk air laut.

         Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun  tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Secara teoritis, kewenangan bidang pertanahan sesungguhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah memaknai kewenangan bidang pertanahan dalam bingkai otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Banyaknya peraturan yang mengatur tentang kewenangan pertanahan perlu dicermati secara proporsional sehingga interpretasi yang keliru dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diminimalkan.

Kebijakan Pertanahan Nasional yang dirumuskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Hak menguasai oleh negara yang pada intinya dirumuskan dalam pasal 2 UUPA memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan berbagai segi penguasaan tanah yang sejak semula menurut sifatnya selalu dianggap sebagai tugas pemerintah pusat.

Pengaturan dan penetapan tersebut yang meliputi perencanaan peruntukan tanah, penguasaan tanah dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah serta pendaftaran tanah, pelaksanaan ketentuan hukumnya pada asasnya selalu dilakukan oleh pemerintahan pusat sendiri kalaupun  ada pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaannya, pelimpahan tersebut dilakukan dalam rangka dekonsentrasi kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ada didaerah ataupun kepada pemerintah daerah Bidang pertanahan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak harus dicerna bahwa wewenang bidang-bidang tersebut secara utuh berada di Kabupatan/Kota. Kewenangan yang berada di Kabupaten/Kota mengenai pertanahan sebatas yang bersifat lokalitas, dan tidak bersifat nasional.

Untuk itu, diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur kewenangan-kewenangan apa yang ada di pemerintah pusat dan kewenangan-kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dari materi muatan yang terdapat dalam UUD 1945, TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah-pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan dari pusat meliputi hukum, kebijakan, pedoman mengenai pemberian hak-hak atas tanah, pendaftaran, landreform dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan Presiden. Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah cukup pada pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan Kepala Daerah.

Pertimbangan pengurusan pertanahan menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain, sebagai berikut :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (pasal 1 ayat 1 UUPA). Ketentuan ini merupakan dasar kenasionalan dalam pengelolaan urusan agraria.

2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (pasal 1 ayat 2 UUPA). Ketentuan ini mengandung makna bahwa sumber daya agraria merupakan kekayaan nasional. Adapun pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan tersebut. Dari konsep ini kiranya dapat dipahami bahwa perbedaan kekayaan sumber daya alam dari daerah-daerah tidak boleh menimbulkan kesenjangan pembangunan maupun perlakuan terhadap warga negara Indonesia. Sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa bersifat abadi (pasal 1 ayat 3 UUPA). Ketentuan ini merupakan dasar dalam rangka pembinaan ,integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disadari bahwa bangsa Indonesia mempunyai ikatan yang sangat erat dengan tanahnya. Hal ini disebabkan tanah merupakan komponen yang penting bagi penyelenggaraan hidup dan kehidupannya. Dalam konsep ini, tanah dalam arti kewilayahan diletakkan sebagai dan merupakan salah satu unsur pembentuk negara (NKRI). Oleh karena itu, hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah dalam wilayah Republik Indonesia tidak boleh putus atau diputuskan. Selama itu pula NKRI akan berdiri dengan kokoh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yang melatar belakangi pentingnya penerbitan Surat Penguasaan Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah
Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan, bahwa proses penerbitan surat tanah tidaklah memakan waktu yang lama dan tidak melalui proses yang sulit di dalam pembuatannya sehingga sangatlah tidak beralasan apabila masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa membuat surat tanah itu rumit dan melalui proses yang lama, anggapan-anggapan atau pemikiran seperti inilah yang harus diuruskan oleh setiap masyarakat awam yang minim pengetahuan dibidang pertanahan. Administrasi pertanahan pada prinsipnya menyangkut penerapan aturan-aturan kepemilikan tanah termasuk pendaftaran tanah, perencanaan penggunaan lahan, konsolidasi tanah, pengelolaan tanah, dan perpajakan tanah.
Oleh karena itu kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas administrasi pertanahan sangatlah berperan besar bagi masyarakat bahwa mereka tidak hanya memiliki tanah tersebut, tetapi mendaftarkan tanah hak milik mereka, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang mereka miliki.
B. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan proses pembuatan surat tanah. 

Akses terhadap tanah, penguasaan dan pengelolaan tanah yang aman memiliki implikasi yang signifikan untuk pembangunan.Sementara itu, administrasi pertanahan menyediakan bagian penting dari infrastuktur untuk ekonomi yang efisien, yang berarti menyentuh semua aspek tentang bagaimana orang mencari nafkah.Karena itu, kegiatan administrasi pertanahan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam kebijakan agrarian di Indonesia.

Administrasi pertanahan yang efektif pada prinsipnya didukung oleh tata kelola yang baik ( good governance ) dalam penguasaan dan administrasi tanah, adanya perencanaan penggunaan lahan, peningkatan SDM dalam instansi pertanahan, serta penyediaan layanan profesional.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan proses pembuatan surat tanah adalah :

1. Tata kelola yang baik.

Sistem administrasi pertanahan yang dirancang untuk meningkatkan agenda pro-miskin dan sensitivitas gender menempatkan prioritas tinggi pada bidang-bidang seperti adanya jaminan kepemilikan bagi penyewa dan petani. Pengakuan hak milik adat dan informal dan pengembanagan hak waris berbasis gender.

Sementara itu, sistem administrasi pertanahanan yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi tentu lebih menempatkan prioritas pada bidang-bidang seperti kecepatan pendaftaran ulang setelah penjualan, kejelasan peraturan untuk perencanaan dan bangunan serta prosedur perubahan penggunaan lahan.Alhasil administrasi pertanahan dapat memberikan keuntungan manfaat bagi kaum miskin serta mempromosikan pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, administrasi pertanahan yang melayani tujuan terbatas memberikan kontribusi yang terbatas juga pada pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

Fitur tata kelola yang baik dalam penguasaan lahan dan administrasi, meliputi: 

a. Legimitasi lembaga pertanahan dan pegawai pertanahan diskui warga secara luas ;

b. Lembaga pertanahan melayani semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk yang lemah dan yang kuat ;

c. Lembaga pertanahan menyediakan layanan yang merespon kebutuhan masyarakat, misalnya dalam sifat dari layanan dan aksebilitas ;

d. Layanan disediakan secara efisien, efektif dan kompeten, serta dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas 

e. Hasil dari layanan konsisten, dapat diprediksi dan tidak memihak.

2. Perencanaan Penggunaan Lahan

Perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan, prosedur dan system yang mengontrol dan memantau penggunaan tanah merupakan penentu penting dari penggunaaan hukum dan tentunya nilai dari tanah. Manakala ada perencanaan yang efektif , prospek perubahan penggunaan lahan dapat sangat mempengaruhi pasar dalam penilaian atas nilai lahan yang masuk dalam perencanaan.

Ada beberapa pendekatan yang prinsipal dalam pelaksanaan perencanaan penggunaan lahan, yaitu :

a. Administrasi Pertanahan yang Proaktif

Pegawai pertanahan memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan melegasisasi konvensi lahan pedesaan untuk tujuan perkotaan.

Masalah-masalah dalam perencanaan penggunaan lahan dapat teratasi dengan menggunakan proses perencanaan yang transparan yang melibatkan pengguna lahan.
b. Persiapan Perencanaan

Memasukkan order dalam penggunaan lahan mensyaratkan hukum yang tepat yang menjamin perencanaan penggunaan lahan dalam kerangka kebijakan pemerintahan yang relevan. Pelaksanaan yang efektif dari perencanaan penggunaan lahan juga berdasarkan pada rencana izin menggunakan lahan yang relevan.Penyusunan rencana juga mengurangi jumlah konflik yang mungkin timbul dari intensifnya pembangunan perkotaan dan jenis pembangunan lainnya.
c. Partisipasi Para Pemangku Kepentingan.

Hukum dan rencana harus disiapkan dalamproses eksklusif dan transparan untuk memungkinkan mendorong dan memungkinkan mekanisme partisipatif sepenuhnya.
d. Menghindari Konflik Kepentingan.

Konflik kepentingan dapat diminimalisir dalam perencanaan penggunaan lahan dengan memastikan transparansi.Semua kepentingan yang relevan harus dinyatakan selama proses perencanaan. Keputusan pada kepatuhan proposal individu untuk perubahan dalam penggunaan lahan sesuai dengan rencana yang diambil harus transparan dan dipublikasikan dan dilakukan sesuai mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat teknis dan politis pada tingkat yang sesuai dengan skala pengembangan yang diberikan.Mekanisme untuk memastikan deklamasi kepentingan harus ketat ditegakkan.

e. Pemantauan Kinerja.

Kontrol atas perencanaan mempengaruhi pasokan lahan untuk penggunaan tertentu dipasar. Akibatnya, kinerja pemerintah daerah dan instansi lain yang bertanggung jawab untuk perencanaan penggunaan lahan sering dipantau untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas. Indikator kinerja termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan.

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas administrasi pertanahan sangatlah berperan besar bagi masyarakat bahwa mereka tidak hanya memiliki tanah tersebut, tetapi mendaftarkan tanah hak milik mereka, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang mereka miliki.

2. Pemerintah memiliki peran vital dan sangat menentukan demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan, termasuk penggunaan, pemanfaatan dan keabsahan hak-hak atas tanah bagi setiap pemilik tanah perwatasan.

3. Ada 4 langkah yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan proses pembuatan surat tanah yaitu : 

a. Tata kelola yang baik.

b. Perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

d. Penyediaan layanan profesional.

B. Saran.

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka diajukan saran sebagai berikut 

1. Untuk tercapainya Tertib Administrasi Pertanahan :

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan berkala, pembuatan brosur, media cetak, media online, radio dan televisi.

b. Pemberian sanksi yang tegas untuk mereka yang melakukan pelanggaran.

2. Penyelesaian sengketa pertanahan :

a. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan  serta dapat memahami aspek yuridis formal terhadap tanah yang dikuasainya.

b. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui pelatihan-pelatihan dan pengalaman lapangan.

c. Perlunya dibentuk Pengadilan Agraria sehubungan dengan meningkatnya sengketa pertanahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. 
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